






Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana 
honorarium advokat yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 
pencucian uang, maka pada hasil penelitian, wawancara, dan pembahasan, 
akhirnya penulis menyimpulkan bahwa honorarium advokat yang dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang tidak ada dan tidak 
ditemukan dalam hukum positif indonesia. Advokat menjalankan tugas 
profesi didasari itikad baik untuk mendampingi klien sehingga honorarium 
yang diterima oleh advokat merupakan sesuatu yang legal dan diakui dalam 
hukum positif indonesia. Berseberangan dengan itu, jika advokat terbukti 
dengan tidak beritikad baik memberikan bantuan kepada klien dalam 
melakukan pencucian uang maka advokat tersebut dapat dijerat dengan 
undang-undang pencucian uang. 
B. Saran 
Dari hasil penelitian yang dilakukan maka untuk mencegah terjadi tindak 
pidana pencucian uang yang dilakukan oleh advokat maka perlu : 
1. Advokat sebagai penegak hukum harus tetap menjunjung nilai-nilai 
keadilan dan tetap berpegang teguh pada kode etik advokat serta 
peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas profesi. 
2. Advokat dan PPATK harus dapat bekerja sama dalam melakukan 





bertugas melaporkan kegiatan-kegiatan yang mencurigakan oleh klien 
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